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MANAJEMEN PEMERINTAHAN PUSAT

Mahkamah Agung 

Melalui perubahan ketiga UUD 1945 dilakukan perubahan materi pasal 24 Ayat (1) mejadi pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”, berubah berbunyi menjadi: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”


Menurut Pasal 1 UU No. 14 tahun 1985 menentukan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketetapan MPR No. III / MPR / 1978. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan  dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. untuk dapat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat:

(a) warga negara indonesia

(b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

(c) berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyi keahlian di bidang hukum

(d) berusia sekurang-kurangnya 50

(e) sehat jasmani dan rohani

(f) berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya menjadi hakim tinggi

(g) calon hakim nonkarier di samping memenuhi syarat pada huruf a, b, c dan d, juga berpengalaman dalam profesi hukum sekurang-kurangnya 25 tahun dan brijazah magoster dalam ilmu hukum. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih.

Mahkamah Konstitusi

Salah satu lembaga negara yang ditambah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.


Untuk dapat diangkat menjadi calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

(a) warga negara indonesia

(b) berpendidikan sarjana hukum

(c) berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada pengangkatan 

(d) tidak pernah dijatuhhi pidana penjara berdasrakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

(e) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

(f) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun

Badan Pemeriksa Keuangan

Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 pengaturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)ini, hanya diatur dalam salh satu ayat pasal 23 UUD 1945 berbunyi : “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetakan undang-undang.”


Menurut pasal 8 ayat Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa keuangan, untuk dapat diuslkan sebgai anggota BPK maka seorang calon harus memnuhi syarat-syarat sebgai berikut:

(a) warga negara indonesia 

(b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

(c) sekurang-kurangnya berusia 35 tahun

(d) setia terhadap negara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945

(e) mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan administrasi negara

(f) tidak diragukan tentang integritas dan kejujurannya

Adapun tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab mengenai keuangan negara lalu hasil pemeriksaan keuagan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Komisi Yudisial

Selain dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru adalah Komisi udisial. Pasal 24 B UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial yang di beri wewwnang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi ini anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.


Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat:

(a) warga Negara Indonesia

(b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

(c) berusia minimal 40 tahun dan maksimal dan maksimal 68 taun pada saat proses pemilihan

(d) mempunyai pengalaman dibidang hukum paling singkat 15 tahun

(e) memiliki integritas dan kpribadian yang tidak tercela

(f) sehat jasmani dan rohani

(g) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan

(h) melaporkan daftar kekayaan

Adapun wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebgaimana yang ditentukan  pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR

2. Menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Dalam melaksanakan wewenang tersebut Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung

2. Melkukan seleksi terhadap calon hakim agung

3. Menetapkan calon hakim agung 

4. mengajukan calon hakim agugn ke DPR

Hubungan Antara Lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya


1. Hubungan Presiden dengan DPR dan DPD dalam Pembentukan Undang-undang

Setelah dilakukan perubahan UUD 1945, kekuasaan untuk membentuk undang berada pada DPR, sebagaimana yang ditentukan Pasal 20 Ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Dalam membentuk undang-undang tersebut rancangan undang-undang dapat berasal baik dari DPR maupun Presiden yang disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional (Proglegnas).

2. Hubungan Presiden dengan DPR dan DPD dalam Penyusunan Anggran Pendapatan Belanja Negara

RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Di dalam pelaksanaan UU APBN Presiden (pemerintah) secara tertulis mendapat pengawasan dari DPR. Disamping pengawasan yang dilakukan oleh DPR Presiden juga mendapat pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuagan negara yang dilakukan BPK. hasil pemeriksaan keuagan negara tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

3. Hubungan BPK dengan DPR, DPD dalam pelaksanaan pengawasan

Salah satu fungsi yang dimilki DPR adalah fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.

4. Hubungan Presiden dengan DPR dan Mahkamah Agung dan Memberikan Pertimbangan

Presiden dalam melaksanakan kekuasaan selaku kepala negara mendapat pertimbangan dari lembaga negara lain, seperti:

1. Mengangkat duta dengan memperhatikanpertimbangan DPR.

2. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

3. Memberi amnesti dan abolisi dengan memprhatikan pertimbangan DPR.

4. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

5. Hubungan presiden dengan Komisi Yudisial dan DPR dalam pengangkatan Hakim Agung

Hubungan ini terjadi ketika pengisian anggota hakim agung pada Mahkamah Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Selanjutnya disampaikan kepada presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung.

6. Hubungan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden

Hubugan ini terjadi apabila DPR berpendapat Presiden/wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan atau presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan wakil presiden.
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